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1. 	 Kesimpulan 
Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. 	 Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang Hak Pengelolaan memiliki 
wewenang untuk menyerahkan bagian-bagian tanah Hak PengeJolaannya 
kepada pihak ketiga sebagaimana dinyatakan dalam Pasa! 1 ayat (1) huruf 
c PMDN No.1 Tahun 1977. 
Pada awalnya Tanah Hak Pengelolaan Pernerintah Kota Surabaya yang 
diserahkan kepada pihak ketiga masih berupa pernberian Izin Pernakaian 
Tanah yang lazim dikenal dengan surat hijau (surat ijo). Namun pada 
kenyataannya keberadaan pernberian Izin Pernakaian Tanah yang 
didasarkan pada Perda Tingkat II Kotamadya Surabaya No.1 Tahun 1997 
tersebut belumlah mernberikan kepastian hak dan perlindungan hukum 
kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu agar penyerahan bagian-bagian tanah 
Hak Pengelolaan dapat mernberikan kepastian hak dan perlindungan 
hukum, maka lebih tepat jika diberikan dengan Hak Guna Bangunan. 
Dengan mendasarkan pada Keputusan DPRD Tingkat II Surabaya No. 4 
Tahun 1995 yang berisi tentang persetujuan pemberian Hak Guna 
Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaaan Pemerintah Kota Surabaya 
kepada warga yang telah menernpati / memperoleh 100 Pernakaian Tanah; 
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maka jelaslah bahwa pemegang Izin Pemakaian Tanah dapat memperoieh 
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota 
Surabaya sehingga kepastian hak dan perlindungan hukum dapat lebih 
teIjamin. 
b. 	 Mengenai prosedur atau mekanisme perolehan Hak Guna Bangunan di 
atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya telah diatur secara 
rinci dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 
Surabaya No. 27 Tahun 1995 tentang Tata cara Mendapatkan Hak Guna 
Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerall 
Tingkat II Surabaya yang kemudian diubah dengan Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 17 Tahun 1996. 
Prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan konsep peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam 
PMDN No.1 Tahun 1977 dan PMA I Kep.BPN NO.9 Tahun 1999 
khususnya mengenai kewajiban pembuatan peIjanjian penggunaan tanah 
antara pihak ketiga dan pihak pemegang Hak Pengelolaan pada setiap 
penyerahan tanall Hak Pengelolaan. 
2. 	 Saran 
a. 	 Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa minat warga untuk 
mengajukan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan sangat 
keciI jika dibandingkan dengan lzin Pemakaian Tanah. Hal ini terutama 
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disebabkan karena uang pemasukan yang hams dibayar oleh pemohon Hak 
Guna Bangunan jauh Iebih besar jika dibanding dengan uang pemasukan 
Inn Pemakaian Tanah. Oleh sebab itu untuk lebih merangsang minat 
warga dalarn mengajukan Hak Guna Bangunan maka alangkah baiknya 
jika Pemerintah Kota Surabaya mau mempertimbangkan kembali besarnya 
uang parnasukan yang harus dibayar oleh pemohon Hak Guna Bangunan. 
Selain itu hendaknya Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan 
Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaannya kepada warga 
yang telah menempati / memperoleh Izin Pemakaian Tanah saja, tetapi 
juga memberikan kesempatan bagi warga yang sarna sekali belum pernah 
menempati / memperoleh Izin Pemakaian Tanah tanpa terlebih dahulu 
menjadi subyek Izin Pemakaian Tanah, asalkan dilakukan dengan 
pembuatan perjanjian tertulis tentang penggunaan tanah. 
b. 	 Jika jangka waktu Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan 
Pemerintah Kota Surabaya berakhir maka yang dijadikan pedoman adalah 
asas pemisahan horizontal dimana status kepemilikan bangunan adalah 
milik pemegang Hak Guna Bangunan sedangkan tanah kembali pada 
kekuasaan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang Hak Pengelolaan. 
Oleh sebab itu seyogyanya Pemerintah Kota Surabaya memberikan 
kepastia hukum dalarn hal pemberian ganti rogi kepada pihak ketiga dalarn 
bentuk peraturan perundang-undangan. 
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